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Akta Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang kuat yang
mempunyai peranan penting dalam setiap peristiwa hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun. Dengan akta ini menjamin kepastian hukum, yang sekaligus diharapkan pula dapat
dihindari permasalahan hukum (sengketa) di masa yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang
berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat serta
memberikan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang demi kepentingan masyarakat umum,
sehingga PPAT mempunyal kewajiban dan tanggung jawab yang cukup berat dalam menjalankan
jabatannya. Pokok permasalahan dari tesisini adalah: 1. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tanah tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri dan ahli
waris? (Khususnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). 2. Apakah sudah tepat dan cermat
pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Akta Hibah
batal demi hukum karena mengandung cacat hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kepustakaan yang bersifat Y uridis Normatif, yaitu dilakukan dari kepustakaan yang bersifat data sekunder.
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan
dan Kode Etik Pgjabat Pembuat Akta Tanah, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan artikel serta
bahan hukum tertier. Jadi dalam tesisini dapat ditarik kessmpulan PPAT dapat dikenakan sanks yang
berupa administratif, berupa teguran, maupun pencabutan ijin, dan juga dapat dikenakan sanksi pidana
menurut pasal 263, 264, 372, dan 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan hakim dalam
memutus perkaraini sudah tepat, karena PPAT dalam membuat akta hibah ini tidak mengikut sertakan isteri
pertama sebagal penggugat. Sehingga akta ini dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan negeri, yang
dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Deed of Land Deed Official (PPAT) isan authentic certificate used as a hard evidence and play an important
rolein every law event of land ownership right and "Hak Milik atas Satuan Rumah Susun” (Strata Title).
This deed guarantees certainty of law and can be used to avoid any lawsuit in the future. Land Deed Official
asapublic official has authority to make authentic and legal deed that bears power of verification and Law
certainty allotted by government regulation for public interest. This special competency made PPAT asa
relatively heavy responsibility and obligation in performing their occupation. The objective of thisthesisis
to review the law consequences of Deed made by PPAT which runs the process by violating The PPAT
Code of Conduct (Peraturan Jabatan PPAT), that it can be classified as a criminal action with kind of
accusations are document adulteration, deception and/or fraud if making a mistake/omission in performing
their occupation. The main problem to be discussed in thisthesisare: 1. What kind of sanction that can be
applied to Land Deed Official whose drawing up a deed of bequest (Hibah) without any approval or consent
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of his spouse and beneficiary ? (particularly in the case of the District Court of South Jakarta); 2. Isit
accurate for the legal consideration from the District Court of South Jakarta stating that the Deed of Bequest
isvoid by law due to legal defection?, The research method applied is the official normative research
method, which focuses on researching based on records and documentation. PPAT can be sanctioned by
administrative, such as written warning, or Annulations of License by Minister of Law (Menteri
Kehakiman), and also can be punished by Civil Law according to Article 263, 264, 372 and 378. The Panel
of Judges has been correct in considering based on Judgment of that PPAT in written the deed without
involving spouse/the wife as a party. Therefore this deed can be annul by the law with the verdict of Court
of Justice, which must be request from the party that feeling loss.



